PT MARGA LINGKAR JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKSI PT MARGA LINGKAR JAKARTA
NOMOR: 144/KPTS-MLJ/VIII/2023

TENTANG
KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT MARGA LINGKAR JAKARTA

DIREKSI PT MARGA LINGKAR JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan budaya bersih dan anti
penyuapan serta meningkatkan value Perusahaan yang
senantiasa berdasarkan kepada prinsip-prinsip Good
Cormporate Governance, salah satu cara untuk mencapai
maksud tersebut adalah dengan menerapkan SNI ISO
37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (untuk
selanjutnya disebut "SMAP”);

b. bahwa dengan diimplementasikannya SNI SO 37001
SMAP, diharapkan akan mengurangi beban/belanja
Perusahaan yang kemungkinan salah satu penyebabnya
adalah adanya praktik-praktik penyuapan yang mungkin
terjadi pada proses bisnis Perusahaan,;

c. berkenaan dengan hal sebagaimana huruf a dan huruf b di
atas, dipandang perlu untuk menetapkan suatu kebijakan
yang akan menjadi landasan atau acuan utama yang akan
menjadi sentral dari semua pedoman-pedoman dalam
rangka menjalankan SNI ISO 37001 di Perusahaan;,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ¢ di atas, perlu dituangkan dalam suatu
Keputusan Direksi tentang Kebijakan Anti Penyuapan
PT Marga Lingkar Jakarta.

Mengingat : 1.  Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 26
tanggal 24 Agustus 2009, yang dibuat di hadapan Edi
Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan Nomor AHU-45700.AH.01.01 Tahun 2009
tanggal 15 September 2009, sebagaimana terakhir diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT
Marga Lingkar Jakarta Nomor 13 tanggal 28 Juni 2021,
yang dibuat di hadapan Dra. Yurina Surtati, S.H., MBA,,
M.Kn., Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
Nomor AHU-AHA.01.03-0404720 tanggal 29 Juni 2021;
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Keputusan Direksi PT Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 144/KPTS-MLJ/VIIN2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar
Rapat Umum Pemegang Saham PT Marga Lingkar Jakarta
Nomor: 06, tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat di
hadapan Rina Utami Djauhari, SH., Notaris di Jakarta, telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.09-
0157164 tanggal 30 Agustus 2023;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245),

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108),

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate governance) Pada Badan Usaha Milik
Negara beserta perubahannya;
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Tanggal : 31 Agustus 2023

Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
SE-2/MBU/07/2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang
Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih
Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan Serta
Penguatan Pengawasan Intern;

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang
Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN
sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:
S-17/S.MBU/02/2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang
Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
di BUMN;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan PT Marga Lingkar
Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kebijakan Anti Penyuapan ini akan terintegrasi dengan aturan-
aturan atau pedoman lainnya yang mengatur SMAP untuk
menunjang pelaksanaan kebijakan ini.
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PT MARGA LINGKAR JAKARTA

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

DIREKSI PT MARGA LINGKAR JAKARTA
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Direktur Utama
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Dewan Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta;
Direksi PT Marga Lingkar Jakarta;
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Keputusan Direksi PT Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 144 /[KPTS-MLJ/VIII/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

PT MARGA LINGKAR JAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT MARGA LINGKAR JAKARTA yang selanjutnya disebut "Perusahaan” atau
‘Marga Lingkar Jakarta” berkomitmen untuk menerapkan standar tinggi dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya dengan menunjukkan kejujuran dan etika yang
baik, serta dengan menjunjung tinggi integritas, terutama ketika berhubungan
dengan Pemegang Saham (Shareholders) dan segenap Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) lainnya.

Kebijakan ‘zero tolerance’ untuk penyuapan yang harus dipatuhi oleh Dewan
Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan Marga Lingkar Jakarta mencerminkan
komitmen teguh Perusahaan untuk menjalankan bisnis Perusahaan sesuai
dengan standar etika yang tinggi serta sesuai dengan undang-undang dan
peraturan yang berlaku.

Kebijakan Anti Penyuapan berfungsi sebagai implementasi kebijakan
Perusahaan dalam melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang
merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance yang berlaku di
Perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan berjanji untuk menjunjung tinggi dan tunduk pada
undang-undang dan peraturan terkait yang berlaku di Indonesia, termasuk tetapi
tidak terbatas pada Undang-Undang Anti-Korupsi dan semua standar yang
relevan untuk melawan penyuapan dalam menjalankan bisnis Perusahaan,
diantaranya yaitu Standar SNI ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti
Penyuapan.

Kebijakan Anti Penyuapan ini berlaku untuk lingkungan Marga Lingkar Jakarta.
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TUJUAN

1. Memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian finansial dengan
menciptakan kontrol, prosedur dan proses untuk mencegah aktivitas
penyuapan dan memitigasi potensi risiko penyuapan yang mungkin timbul.

2. Menciptakan budaya anti penyuapan di lingkungan Perusahaan baik
aktivitas penyuapan yang bersifat aktif maupun pasif.

3. Meningkatkan reputasi dan memberikan kepercayaan yang lebih besar
kepada para Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan
lainnya.

4. Mencegah terjadinya aktivitas:

a.
b.

penyuapan oleh Perusahaan;

penyuapan oleh personel yang bertindak atas nama Perusahaan atau
untuk keuntungannya;

penyuapan oleh personel Perusahaan sehubungan dengan aktivitas
Perusahaan;

penyuapan oleh mitra bisnis Perusahaan yang bertindak atas nama
Perusahaan atau untuk keuntungannya;

penyuapan kepada mitra bisnis Perusahaan sehubungan dengan
aktivitas Perusahaan; serta

penyuapan langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh
Perusahaan (misal: menawarkan atau menerima suap melalui atau oleh
pihak ketiga).

RUANG LINGKUP

Kebijakan Anti Penyuapan ini berlaku untuk seluruh Insan Marga Lingkar Jakarta
tanpa terkecuali termasuk namun tidak terbatas seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi, serta seluruh karyawan baik untuk karyawan dengan
status sebagai karyawan tetap atau tidak tetap pada Marga Lingkar Jakarta.
Selain itu, Kebijakan Anti Penyuapan ini juga berlaku untuk anggota atau Dewan
Komisaris, Direksi, dan semua karyawan dari perwakilan, kontraktor, sub-
kontraktor, mitra, agen, konsultan dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja
sama dan/atau akan bekerjasama, menyediakan barang atau jasa untuk dan atas
nama Perusahaan ("Pihak Ketiga terkait Perusahaan”).
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Nomor : 144 /KPTS-MLJ/VIIN2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

PT MARGA LINGKAR JAKARTA

Kebijakan Anti Penyuapan ini juga mengatur interaksi antara Perusahaan dan
Mitra Kerja, antara Karyawan Perusahaan dan Penyelenggara Negara, Aparatur
Sipil Negara, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara lainnya, Badan
Usaha Milik Daerah dan Pejabat Asing.

D. PEMILIK KEBIJAKAN

Kebijakan Anti Penyuapan dimiliki oleh Internal Audit (“Unit Kerja IA”") yang
bertindak sebagai pelaksana atas Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
Perusahaan. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa Kebijakan Anti Penyuapan yang berlaku vyaitu kebijakan yang
terbaharukan, sedangkan Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Pihak Ketiga
Perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Kebijakan Anti Penyuapan.

Kebijakan Anti Penyuapan serta prosedur-prosedur yang terkait dengan sistem
manajemen anti penyuapan harus dievaluasi dan diperbaharui setiap 1 (satu)
tahun sekali oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.

Kebijakan Anti Penyuapan mulai berlaku efektif sejak diterbitkannya kebijakan ini
pada tanggal 31 Agustus 2023.

E. PROSEDUR/PEDOMAN TERKAIT
Kebijakan ini harus dibaca dan diterapkan bersamaan dengan:

1. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT MARGA LINGKAR
JAKARTA Nomor 185/KPTS-MLJ/VI/2022 dan Nomor 011/DEKOM-
MLJ/KPTS/2022 tentang Whistleblowing System PT MARGA LINGKAR
JAKARTA (“Pedoman Whistleblowing System”).

2. Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor 143/KPTS-

MLJ/VII/2020 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta
Struktur Organisasi PT MARGA LINGKAR JAKARTA.

Halaman 3 dari 34



PT MARGA LINGKAR JAKARTA

10.

11.

Lampiran

Keputusan Direksi PT Marga Lingkar Jakarta
Nomor : 144 /KPTS-MLJ/VIII/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor 139/KPTS-
MLJ/VIII/2023 tentang Pembinaan Karyawan (‘Pedoman Pembinaan
Karyawan”).

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor 141/KPTS-
MLJ/VI111/2023 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
di PT MARGA LINGKAR JAKARTA (“Pedoman Benturan Kepentingan”).

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA No 143/KPTS-
MLJNVI1/2023 Tentang Pedoman Umum Kearsipan PT MARGA LINGKAR
JAKARTA.

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor 186/KPTS-
MLJ/V1/2022 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan
PT MARGA LINGKAR JAKARTA (“Pedoman Penanganan Gratifikasi").

Prosedur Sumbangan dan/atau Sponsorship PT MARGA LINGKAR
JAKARTA Nomor Dokumen MLJ/PM/SDM/05 Tanggal 30 Agustus 2023
(“Pedoman Sumbangan dan/atau Sponsorship”).

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor 142/KPTS-
MLJ/VI1/2023 tentang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
PT MARGA LINGKAR JAKARTA.

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor 140/KPTS-
MLJ/VINI/2023 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT MARGA
LINGKAR JAKARTA.

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor 037/KPTS-
MLJ/XIN/2022 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of
Corporate Governance) PT MARGA LINGKAR JAKARTA.

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor ()145/KPTS-

MLJNVII/2023 tentang Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan
PT MARGA LINGKAR JAKARTA.
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Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor 138/KPTS-
MLJ/VI11/2023 tentang Pembentukan Tim Audit Internal Atas Pelaksanaan
Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dalam Rangka Penerapan SNI
ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) (“Pembentukan Tim
Audit Internal SMAP”).

Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA Nomor:) 009/KPTS-
MLJ/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan PT MARGA LINGKAR JAKARTA dan perubahannya.

F. DEFINISI

1.

Perusahaan atau Marga Lingkar Jakarta, adalah PT MARGA LINGKAR
JAKARTA.

Insan Marga Lingkar Jakarta, adalah anggota Dewan Komisaris, Direksi
serta seluruh karyawan dengan status sebagai karyawan tetap maupun
tidak tetap pada Marga Lingkar Jakarta.

Pihak Ketiga terkait Perusahaan adalah anggota atau Dewan Komisaris,
Direksi, dan semua karyawan perwakilan Perusahaan (misalnya kontraktor,
sub-kontraktor, penyedia barang/jasa, agen, konsultan, dan/atau pihak
ketiga lainnya) yang menyediakan dan/atau akan menyediakan layanan
untuk dan atas nama dari Perusahaan.

Penyuapan, adalah perbuatan memberi, menjanjikan atau menerima
sesuatu atau janji, sedangkan diketahui atau patut dapat diduga bahwa
pemberian, janji atau penerimaan sesuatu atau janji itu dimaksudkan agar
dilakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya,
yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, yang dilakukan
atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Sesuatu yang Bernilai, adalah segala sesuatu yang memiliki nilai,
termasuk namun tidak terbatas pada uang, barang, diskon, komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan liburan,
pengobatan gratis, donasi/sumbangan, keramahtamahan, sponsor, dan
fasilitas lainnya (baik finansial atau lainnya).
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Audit, adalah proses sistematis, independen dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk
menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi.

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan adalah seseorang atau sekelompok
orang atau unit dengan peran, tanggung jawab, dan wewenang untuk
menyusun, merancang, mensosialisasi, menerapkan, melaksanakan dan
mengawasi pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan, serta
melaporkan kinerja dari sistem manajemen anti penyuapan kepada
Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah.

Kandidat Pemilihan Umum adalah situasi di mana terdapat pertentangan
kepentingan bisnis, keuangan, keluarga, politik atau pribadi yang mana
dapat mengganggu penilaian orang dalam menjalankan tugasnya untuk
organisasi.

Uji Kelayakan adalah proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkat
risiko penyuapan dan membantu organisasi membuat keputusan terkait
dengan transaksi, proyek, kegiatan, rekan bisnis, dan personil tertentu.

Pejabat Asing adalah semua pegawai resmi atau pegawai pemerintah
asing, termasuk orang yang bekerja di lembaga asing, instrumen
pemerintah asing, atau orang yang bekerja di organisasi internasional, atau
orang yang bertindak dalam kapasitas formal untuk dan atas nama
pemerintah asing, lembaga asing atau lembaga pemerintah asing, atau
orang yang bertindak untuk dan atas nama organisasi internasional. Pejabat
Asing juga mencakup definisi pejabat, pelayan negara, aparatur negara,
atau yang serupa, yang berlaku di setiap negara. Pejabat Asing juga
mencakup partai politik asing.

Dewan Pengarah adalah grup atau badan yang memiliki tanggung jawab
dan wewenang tertinggi untuk kegiatan, tata kelola, dan kebijakan
organisasi serta melakukan laporan kepada manajemen puncak dan
terhadapnya manajemen puncak bertanggung jawab. Dewan Pengarah di
Marga Lingkar Jakarta adalah Dewan Komisaris.
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Lembaga Pemerintahan adalah setiap Lembaga Negara yang dibentuk
berdasarkan Konstitusi (UUD 45) (Presiden dan Wakil Presiden, DPR,
DPRD, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi
Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, TNI/POLRI, Dewan
Penasihat Presiden, dan Badan Audit), Kementerian Negara, Lembaga
Negara lain di pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-
undang atau peraturan lain, dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten,
atau Kota) beserta instrumennya, dan mencakup semua nasional, provinsi,
kabupaten, kota, pemerintah lokal atau asing, atau subdivisi politik lainnya
daripadanya, setiap entitas yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,
yudikatif, pengaturan, perpajakan atau administrasi atau berkaitan dengan
pemerintah, dan arbitrator atau badan arbitrase atau panel yurisdiksi yang
kompeten.

Gratifikasi, adalah pemberian dalam arti luas, yakni termasuk tetapi tidak
terbatas pada pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, Donasi Politikk atau Amal,
Sumbangan, Sponsor, Sumbangan dan Keuntungan Komunitas, Pelatihan,
Keanggotaan Klub, Keuntungan Pribadi dan Informasi Rahasia dan
Istimewa, Hadiah/Cinderamata, dan Hiburan baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan
sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pejabat Partai Politik adalah orang-orang yang telah terdaftar sebagai
anggota pengurus Partai Politik (saat ini anggota aktif atau pensiunan), baik
di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan,
kabupaten/desa

Kebijakan adalah kebijakan anti penyuapan atau kebijakan lainnya yang
dinyatakan secara formal oleh Manajemen Puncak atau Dewan Pengarah
terkait dengan anti penyuapan Salinan Risalah Rapat Direksi PT MARGA
LINGKAR JAKARTA.

Partai Politik adalah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (bersama dengan amandemen
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didirikan atau didirikan atau terdaftar di Kementerian Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjadi badan hukum, termasuk
asosiasi, organisasi, atau badan hukum apa pun yang berafiliasi dengan
partai politik tertentu.

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah, yaitu badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Manajemen Puncak adalah Orang atau sekelompok orang yang
mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.
Manajemen Puncak di Marga Lingkar Jakarta adalah Direksi.

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Aparatur Sipil Negara mencakup juga setiap Pegawai Negeri Sipil, anggota
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (TNI), anggota Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD), setiap anggota badan
eksekutif (eksekutif), setiap orang yang terus menerus atau sementara
menjalankan suatu jabatan umum, setiap orang yang menerima gaji atau
upah dari keuangan negara atau keuangan daerah, setiap orang yang
menerima gaji atau upah dari perusahaan yang menerima bantuan
keuangan dari keuangan negara atau keuangan daerah, atau siapa saja
yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang menggunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Penyelenggara Negara mencakup juga setiap pejabat publik atau
pemerintah, setiap Menteri, setiap Gubernur, setiap Hakim, setiap Pejabat
Publik lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau Pejabat
lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan administrasi
negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (misalnya, Direktur,
Komisaris dan pejabat struktural Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah (BUMN/ BUMD), pimpinan Bank Indonesia, pimpinan
Universitas Negeri, Eselon | dan Eselon |l atau pejabat lainnya yang
disamakan dalam masyarakat sipil, TNl dan POLRI, Jaksa Penuntut,
Penyidik, Panitera Pengadilan, Pemimpin dan bendahara Proyek).

G. REFERENSI

10.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

SNI ISO 37001 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-
2/MBU/07/2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha
Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan
Pengawasan Intern.

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-35/MBU/01/2020
tanggal 10 Januari 2020 Hal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di
BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsij) .

Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-17/S.MBU/02/2020,
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tanggal 17 Februari 2020 Hal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan di BUMNj} .

Surat Direksi Jasa Marga Nomor : AA.PW.03.523 tanggal 03 Mei 2023
Perihal Implementasi dan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem
Manajemen Anti Penyuapan .

BAB Il
KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

A. PRINSIP UTAMA

Perusahaan akan:

1.

Melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal terkait dengan
anti penyuapan yang dapat mempengaruhi Perusahaan.

Menetapkan akuntabilitas, peran, dan tanggung jawab yang jelas termasuk
namun tidak terbatas pada Dewan Pengarah, Manajemen Puncak, Fungsi
Kepatuhan Anti Penyuapan, dan semua unit kerja terkait untuk dapat
mengelola risiko penyuapan.

Menyusun rencana untuk mengidentifikasi risiko dan peluang suap untuk
mencapai tujuan dan peningkatan.

Melakukan penilaian risiko suap dan memperbarui risiko suap secara
berkala.

Memberikan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai
tujuan anti penyuapan termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan
dari sistem manajemen anti penyuapan.

Menyusun prosedur terkait anti penyuapan untuk memastikan lingkungan
yang bersih dan mendukung untuk penegakan persyaratan anti penyuapan.

Melakukan program kepedulian (awareness) dan pelatihan/pembelajaran
(learning) kepada Karyawan dan Pihak Ketiga terkait Perusahaan tentang
persyaratan Kebijakan ini dan Prosedur terkait.

Menyimpan catatan hasil pelaksanaan kebijakan dan prosedur terkait anti
penyuapan dan sesuai persyaratan yang diminta dalam 1SO 37001:2016.
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B. TATA KELOLA DAN PENGAWASAN

1.

Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengarah

Dewan Pengarah di Marga Lingkar Jakarta adalah Dewan Komisaris, yang
memiliki tugas untuk memperagakan kepemimpinan dan komitmen
terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dengan:

a.
b.

Mengetahui Kebijakan Anti Penyuapan Perusahaan.

Memastikan bahwa strategi Perusahaan sejalan dengan Kebijakan Anti
Penyuapan.

Pada waktu yang direncanakan, menerima dan meninjau informasi
tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan.
Memastikan bahwa sumber daya yang cukup dan tepat, yang diperlukan
untuk operasi yang efektif atas sistem manajemen anti penyuapan, telah
dialokasikan dan ditentukan.

Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap implementasi dan
keefektifan dari sistem manajemen anti penyuapan Perusahaan yang
dilakukan oleh Manajemen Puncak.

Peran dan Tanggung Jawab Manajemen Puncak

Manajemen Puncak di Marga Lingkar Jakarta adalah Direksi, yang memiliki
tugas untuk memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap Sistem
Manajemen Anti Penyuapan, dengan:

a.

Memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan, termasuk
kebijakan dan sasaran, ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau
secara cukup untuk mengatasi risiko penyuapan di Perusahaan.
Memastikan bahwa persyaratan sistem manajemen anti penyuapan
telah diintegrasikan ke dalam proses bisnis Perusahaan.

Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk pelaksanaan
operasi yang efektif atas sistem manajemen anti penyuapan.

. Mengkomunikasikan secara internal dan eksternal tentang Kebijakan

Anti Penyuapan Perusahaan.

Mengkomunikasikan secara internal tentang pentingnya manajemen anti
penyuapan yang efektif dan pemenuhan terhadap persyaratan sistem
manajemen anti penyuapan.

Memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan dirancang
secara tepat untuk mencapai sasarannya.
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g. Mengarahkan dan mendukung personil untuk memberikan kontribusi
terhadap keefektifan sistem manajemen anti penyuapan.

h. Mempromosikan budaya anti penyuapan yang sesuai di Perusahaan.

i. Mempromosikan peningkatan berkelanjutan atas sistem manajemen anti
penyuapan.

j- Mendukung peran manajemen lainnya yang relevan untuk
memperagakan kepemimpinan dalam mencegah dan mendeteksi
penyuapan yang terjadi pada area tanggung jawab mereka.

k. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk melaporkan adanya
dugaan penyuapan atau penyuapan aktual.

I. Memastikan bahwa tidak ada personel yang akan menderita tindakan
pembalasan, diskriminasi atau disipliner untuk laporan yang dibuat
dengan itikad baik atau dengan dasar keyakinan yang wajar bahwa
pelanggaran telah terjadi atau terdapat dugaan pelanggaran terhadap
Kebijakan Anti Penyuapan Perusahaan, atau untuk menolak terlibat
dalam penyuapan, meskipun penolakan tersebut dapat mengakibatkan
hilangnya bisnis Perusahaan.

m. Pada waktu yang direncanakan, melaporkan kepada Dewan Komisaris
tentang isi dan operasi dari sistem manajemen anti penyuapan, serta
tentang adanya tuduhan penyuapan yang serius atau terstruktur di
Perusahaan.

Peran dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

Dalam upaya untuk mempromosikan dan mendukung sistem manajemen
anti penyuapan Perusahaan, Manajemen Puncak harus menetapkan Unit
Kerja yang akan bertindak sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan memiliki wewenang dan tanggung jawab
untuk  menyusun, merancang, mensosialisasikan, menerapkan,
melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan sistem manajemen anti
penyuapan, serta melaporkan kinerja dari sistem manajemen anti
penyuapan kepada Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah.

Dalam hal ini Manajemen Puncak telah menunjuk Unit Kerja Internal Audit
sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang memiliki jalur pelaporan
langsung kepada Manajemen Puncak (Direksi) dan jalur pelaporan tidak
langsung kepada Dewan Pengarah (Dewan Komisaris).
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Peran dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan diuraikan
lebih lanjut dalam Keputusan Direksi PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Nomor 137/KPTS-MLJ/VIII/2023 tentang Penunjukan Unit Audit Internal
Atas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) Dalam
Rangka Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

C. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN YANG DILARANG
1. Pemberian yang dilarang

a. Karyawan Perusahaan dan/atau Pihak Ketiga terkait Perusahaan
dilarang menjanjikan untuk memberikan sesuatu yang Berharga, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud menyebabkan
penerima, orang lain yang memiliki hubungan dengan penerima, atau
badan hukum, untuk melakukan suatu fungsi atau kegiatan atau untuk
tidak melakukan suatu fungsi atau aktivitas, yang melanggar tugasnya.

b. Karyawan Perusahaan dan/atau Pihak Ketiga terkait Perusahaan
dilarang menjanjikan untuk memberikan sesuatu yang Berharga, baik
secara langsung maupun tidak langsung, sebagai hadiah kepada
penerima, orang lain yang memiliki hubungan dengan penerima, atau
pihak yang sah entitas, yang telah melakukan fungsi atau aktivitas atau
tidak melakukan fungsi atau aktivitas, yang melanggar tugasnya.

2. Penerimaan yang dilarang

a. Karyawan Perusahaan dan/atau Pihak Ketiga terkait Perusahaan
dilarang meminta atau menerima Sesuatu yang Berharga, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dari siapa pun, baik perorangan atau
badan hukum, dengan maksud agar Karyawan Perusahaan tersebut
akan melakukan fungsi atau aktivitas atau bukan fungsi atau aktivitas,
yang melanggar tugasnya.

b. Karyawan Perusahaan dan/atau Pihak Ketiga terkait Perusahaan
dilarang meminta atau menerima Sesuatu yang Berharga, baik secara
langsung atau tidak langsung, dari siapa pun, baik perorangan atau
badan hukum, sebagai hadiah untuk Karyawan Perusahaan tersebut
yang telah melakukan fungsi atau aktivitas atau tidak melakukan fungsi
atau aktivitas, yang melanggar tugasnya.
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